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BAB IX

LANDASAN TEORI

Subjek dan Objek Pajak Panghasiian
Subjek Pajal Penghasilan

Subjes pajak penghasilan termasuk dalam kategon: pajak subjekaif
artinya pagjak dikenakan karena adanya subjeknva, yakni mercka yang
telah memeruhi kriteria pemajakan sepert yang telah ditetapkan oleh
peraturan perpzjakan. Menurut subjek pajak dalam pasal 1 Undang ~ Undang
Nomor 17 Tahun 2000, vang merupakan ketentuan umum dari undang —
undang ini dinvatakan bahwa pajak penghasilan yang dikenakan terhadap
subjek pajak atas penghasilan vang diterima atau diperoleh dalam tahun
pajak. Ketentuan mengenai siapa vang menjadi subjek pajak penghasilan
secara umum mernrut pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut
a. 1). oreng pribad:

2). werisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan

yang berhak

b. badan

C. bentuk usaha ietap
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2.1.1.1 Yang Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayal 2.3 dan 4. Subjek pajak

penghasilan digolongkan menjadt 2, variu -

1. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah .

a.

crang pribadi vang beriempal tinggal di Indonssia slau orang
pritadi vang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan, atau oreng pribadi vang delam suatu tahun pajak
berada di Indonssia dan mempunyal niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia.

badan vang didirikan atau bertenpal kedudukan di Indonesia
warisan vang belum ierbagi sebagal satu kesatuan, mengganiikan

vang berhak.

2. Yang d maksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

a.

orang pribadi vang iidak beriempas iinggal di Indonesia aisu berada
di Tndonesia tidak lebih dari 183 harl delam jangka wakiu 12
tulzn  dan badan vang tidak didinkan dan tidak beriempat
kedadukan di Indonesiz vang menjalankan usaha atau melakukan
kegatan melalul bentuk usaha tetap di indonesia.

orang pribadi vang bertempal inggal di Indonesia atau berada di
Indenesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka wakiv 12 bulan,
dan badan vang tidak dideikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia vang dapat menerima atay mempercleh penghasilan dan
Indonesia bukan dar menjalankan usaha atau melakukan kegratan

melalui berguk usaha tetap d Indonesia,
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Berdaszrkan uraian tersebut dizias, perbedaan Subjek Pajak dalam

negeri dan Subjek Pajuk luar negeri adalan -

12

Subjek Pajak dalam negert dikenaken pajak atas penghasilan  baik
yang diterima atan diperoleh dari Indonesia dan dan luar Indonesia,
sedangkan Subjek Pajak luar nepert dikenakan pgjak hanva atas
penghasilan vang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia

Subjek Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan
neio dengan tanf wmuwm, sedanghan Subjek Pajak luar negen
dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruio dengan iarif pajak
sepadart,

Subjek Pajak dalam negeri wajib menyampaiken Surat Pemberniahuan
Tahunan sebagai sarana uniuk meneiapkan pajak yang terntang dalam
suatu tbun pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeni tdak wajib
menyarapaikan Surat Pemberitahuan Tabonan, kerena kewapiban
pajaknya dipenuhi melall pemotongan pajak yang bersifat final

Sedangkan uniuk mengewzhut mulal dan berakhiryva kewajiban dan

payak subjekif adalah :

I.

Bagi orang pribadi vang bertempat tinggal dv Indonesia, kewajiban
pajak subjektifnya dimulal pada saat ia dilahirtkan di Indonesia,
sedangkan bagi orang pribadi vang berada di Indonesia lebih dan
183 hati dalam jangka wakin 12 bulan siau orang pribadi vang dalam
suate tabun pajak berada ¢ indonesiz dan mempunvai ntat uniuk
batiempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajek subjektifnya dimulai
sejale hari pertama orsng pribadi tersebul berada di Indonesia atau

berniat uniuk berfempal tingeal di Indonesia. Kewajiban pajak

W

S
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subjeldif berakhir pada sast menmnggal dunia atau meninggalkan
Indonesia uniuk selama - lamanva,

Pagi badan vang didinkan atan beriempat kedudukan di Indonesia,
kewajiban pajak subjektifnva dimulai pada saat baden tersebut
didirikan atau bertempat kedudeken di Indonesia dan berakhir pada
saat dibubarkan atan tidak lag bertermpat kedudukan di Indenesia.

Bagi orang pribadi vang udak bertempat finggal di Indonesia atau
berada di Indonesia ddak (ebily dari 183 hon dalam jangka wakiu
12 bular, dan badan vang tdak didivikan dan tidak beriempat
kedudukzn di Indonesia vang mergalankan usaha atau  melakukan
kegiatan melalui bentuk usabe tetap di Indonesia, kewapban pajak
subjekt fnya pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan
usaha atan melahukan kewaian melaln bentuk usaha tetap di
Indonesia, dan kewajiban pajak subjekiifnya berakhir pada saat fidak
lagi menjalankan usaha atan melakukan kegiatan melahsd bentuk usaha
tetap di Indonesia.

Bagi ocang pribadi vang tidak bertempat tinggal di indonesia atau
berada di Indonesia tidak febith dest 183 hard dalam jangka wakiu
12 bulan, dan badan vang tidak didirikan dan tidak bertempat
keduduksn di Indonesia  vang dapat menenma atau memperoleh
panghasilan dari Indonesis bukan dari menjalankan usaba atau
melakukan  kegiatan melalyl bemiuk usaha tetap di Indonesia,
kewajiban pajak subjelnifmva dimulai pada saat orang pribadi atau

badan tzrsebul menerima atau memperoleh penghasilan dan Indonesia,
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dan kewajiban pajak subjektifova berakhir pada saat tidak lagi
menerirng atau memperoleh penghasiian tersebut.

Bagi warisan vang belum terbagl sebaga satu kesatuan, menggantikan
yang beshak, kewajibsn pajek  subjekiifnya dimular pade  saat
tmbulnyae warisan vang belum terbagi tersebuf, wariu pada saat
meningaslnva pewaris, sehingga seiak saat itu pemenuhan kewajiban
perpajasannyva melekat pada warisan terssbut  Kewajtban pajak
subjekid warisan tersebur  berakhic pada saat warisan tersebul selesal
dibagi kepada para shli warisnva, sehingga sejak saat itu pemenuhan
kewajitan perpajakannva beralibh kepada para ahl wansnya.

Apabils kewsajiban pajak subjekif orang pnbadi vang bertempat
tinggal atan vang berada Ji Indonesia hanva meliputi sebagian darni
tehun pajak, maka bagian tabun pajak tersebul mengganiikan tahun

pajak.

2.1.1.2 Vang tidak Ternasuk Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan pergfuran perpajakan pasal 3, vang bukan

termasuk subiek paiak adaiah

b2

badan perwakilan negara asing

pajabat ~ pejabat perwakitan diplomatik dan konsulat atau pejabat ~
pejabat lzin dari negara asing, dan orang - orang yang diperbaniukan
kepada merska yang bekerja dan berfempat finggal bersama - sama
miereka, dengan svarat bukan warga negara Indonesta dan di Indonesia
tidak menerima atau memperoleh penghasilan lam di Iuar jabatannya
di Indonesia senia negara wvang bersanglutan memberikan periakuan

timbal haiik
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organisasi — organisasi iniernasional  yang  ditetapkan  dengan
Keputusan Menteni Keusngan dengan syaraf tidak menjalankan usaha
atau melakokan kegiaian famn untuk memperoleh penghasian di
Indonesia.

pejabat - pejabat organisast miemasional veng dieiapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syaral bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiaian atau

pekerjaan lain wuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.2  Objek Pajak Peaghasilan

Sesuai dengan pasal 4 Undang ~ Undang Pajak Penghasilan Nomor 17

Tahun 2000 vang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan vaitu selap

tambahan kemampuan ekononws yang diterima atau diperoieh wajib pajak,

bak vang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, vang dapat

dipakai umiuk konsumsi atau uniub menambah kekavaan wajib pajak vang

besangkuiarn, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.2.1 Vang Termasuk Objel Pajak Penghasilan

Adapur. vang menjadt objek pajak penghasilan menurut peraturan

perpajakan sesuat dengan  pasal 4 avet (1) Undang — Undang Pajak

Penghasilan | yatiu

a.

penggantan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atou jasa vang
diterimn atau diperoleh termasuk gaii, upah, funjangan, honorarium,
komisi, gratifikasi, uang pensiun, alau imbalan dalam bentuk lainnva,
kecualt ditentukan lain dalam undang - undang md;

hadiah dari undian atau pekerjass atay kegatan, dan penghargaan;



Iaba usaha;

keuntungan karena penjualan atzu karena pengalihan barta termasuk

I} keuntungan karena pengalihan hana kepada perseroan, pesekutuan,
dan badan lainnya sebagat pengeanii saham atau penvertaan modal;

2} keuntungan vang dipercleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainava karena pengalihan havia kepada pemegang saham, sekuty,
atau anggola;

3) keuniungan karena likuidas:, pnggabungan, peleburan. pemekaran,

peirecahan, atau pengambifaiihan usaha;

43 keuntungan karena pengaliban harta berupa hibah, bantuan atau
surbangan, kecuali vang diberikan kepada keluarga sedarah
semenda dalam gans ketrunan lurus satw derajat. dan badan
keagamzan aiau badan pendidiken ataw badan sosial atau
pengusaha kecil termasuk koperasi vang dietapkan oleh Mentern
Kevangan, sepanjang iwlak ada  hubungan dengan usaha,
pekeraarn, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak - pibak vang
kersanghutan;

penerimaan kembali pembavaran pajsk vang telzh dibebankan sebaga

biava;

banga lermasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

dividen. dengan nama dan dalam benduk apapun, termasuk dividen dan

perusahasn asuranst kepada permegany polis, dan pembagian sisa hasil

vsaha koperasi;
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h. rovalti;

1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:

i} penertirann atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuniungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu vang dretapkan dengan Peraturan Pemerintah:

L keuniungan karena selisih pentfazan kurs mata vang asing;

o, selisih labih karena pemilaian kembali akiiva;

It premi asuransi;

0. iuran veny diterima ataw diperoleh perkumpulan dari anggotanya vang

terdiri dari wajib pajak vang menjalankan useha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekeyaan neto vang berasal dari penghasilan vang belum

dikenakar: pyak.

2.1.2.2 Yang tidak Termaasuk Objek Pajak Penghasilan

Adapun kepaikan kemamgpuan ekonomis yang dikecualikan sebagai

Objek Pajak (non pajak penghasilan) dizrur dalam pasal 4 ayat (3) Undang —

Undang Pajak Penghastlan, vaitu :

a 1} bantuan atau sumbangan, termasuk zakat vang diterima oleh badan
amil raket atau lembaea amal zakat vang dibentuk atau disahkan
oleh Pemenntah dan para penerina zakat yang berhak;

2% harta hibaban vang diterima oleh kelvarga sedarah semenda dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau perguasaan antara pthak - pihak vang bersangkutan;
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warisan.

harta termasuk seforan tuna vang diterima oleh badan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 aval (1) huruf' b sebagai pengganii saham atau

sebagal pengganti penyertasn modal;

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

vang diterima atau diperoleh dalars bentuk natura dan atau kenikmatan

dari Waib Fajak atau Pemenntah;

pembayaran  dari  perusshaan  asuransi  kepada orang  pribadi

sehuburgan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan ssuransi bea siswa,

dividen stau bagian laba vang diterima atau diperoleh persercan

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dan penvertaan modal

pada badan uszha vang didirikan dan bertempat  kedudukan di

Indonesia dengan syarat |

1y dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan

2} bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Malik Daerah vang menerima dividen, kepemilikan saham
pads badan vang memberikan dividen paling rendah 25% dari
jumiah modal vang disetor dan harus mempunyai usaba akiif di
luar kepemilikan sahar fersebut;

iuran yang diterima atsu diperoleh dana pensiun vang pendiriannya

telah disalikan oleh Menteri Keuangan, baik vang dibayar oleh pemberi

kerja maupun pegawal,
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h. penghasilan dari modal  vang dvanamkan oleh Dana Pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang — bidang tertentu
vang ditetapkan dengan Kepuiusan Menteri Keuangan:

i bagian laba vang diterima aau diperoleh anggota dari perseroen
komanditer veng modalnve ldak terbags atas sgsham — saham
persekuivan, firma dan kongse;

J. bunea cbligasi vang diferima  atau diperoleh perusahasn reksa dana
selama 5 tahun pertama se¢jak pendidan perusahaan atau pemberian
1zin usaia;

k. penghasilan vang diterima aizu diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dart badan pasangan usaha yvang didirikan dan
menjalankan usaha atau lkegiatan di Indonesia, dengan svarat badan
pasangan usaha tersebut
1} meragakan perusalisan kecil, menengah, aiau yang menjalankan

kegiatan dalam sekior - sektor usaha vang ditstapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, dan
2y sahemnva tidak diperdaganghan di bursa efek di Indonesia
2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final dan

Karakteristiknya
Jenis penghasilan vang dikenakan pajak vang bersifat final adalah

sebagal benkut -

1. Bunga vang berasal dan deposiie aian  labungan baik  vang
ditempatkan d¢i dalam negen maupan di luar negen melalut bank vang

didirikan di Indonesia atau cabeng bailk di Indonesia atau di luar
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negeri, termasuk jasa giro seriz diskonto serifikat Bank Indonesia
(GOS/KIMIC04/1994: SE-06/PLA3/1995).

Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendint dan bukan
pendiri ds bursa efek (PP No.41/1994:PP14/1997.282/KME.04/1997:
SE-G6/P1 04/19935).

Penjualan saham milik perusghaan modal ventura (PP No.4/1995;
250/KME.04/1995.SE-33/P] 4/1995).

Penghasilan vang diterima sehubungan dengan ussha sebagal penvalur
atau agen atau dealer produk pertamma dan premix berupa premium,
solar, palumas, gas LPG, minvak ranah, dan premix yang telah dibavar
atau disungut pajak penghasilan bersifat final (450/KMIL.04/1997;
549/KVIK.04/1997 SE-16/P] 41/1998).

Penghasilan vang difenima sehubungan dengan usaha sebagail penyalur
alau grosir igpung lerigu dan gula pasic dari bulog (450/KKMI.04/1997:
S49/KME_04/1997 . SE-16/J 41/1998).

Penghasilan vang diteriina sehubungan dengan usaha sebagai penvalur
atau disiributor rokok dan pabrikan rokok (IKEP-24/PJ/1997).
Penghasilan atas penjoalan hasi produksi indusini rokeok putth dan
kretek di dalam negen (KME-433/KMEK 04/1997Jo KEP-66/PJ/1995;
Jo-KEP-GT/PJ/1995 J0-5E-01 /P14 19973,

Penghasilan vang berasal dan pengalthan hak atas tanah dan atas
bangun:n szpanjang merupakan barang dagangan atau melakukan
pengalihan orang pribads (PP WNo.48/1994;PPN0.27/1996; 635/KMEK.

04/199€;2093/KMEK.04/1996)
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11

12,

14.

15.

16

17

Penghasilan  vang diferima  darl  persewaan tanah  dan  atau
bangungn berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium,
gedung perkantoran, rumah kentor, ruko, gedung dan industn
(PPNo.29/1996: 394/KME_ 04/ 1996 8E-22/P] 04/1996.KEP
50/PI/1996).

Selisi penilaian  kembali  aktiva tetap (384/KMK.04/1998;
SE-29/F] 42/1598).

Bunga sfau diskontlo obhigasi vang dijual di bursa efek.

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun vang diberikan melalu
cara unglian (PP Wo 42/1994 5 E-17/P14/1994).

Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayanan
dalarn negesn dart pengangkuian orang dan aizu dan pelabuban di
Indonesia ke pelabuhan  juar npegeri  dan  atau  sebaliknya
(416/KME.04/1998).

Penghasilan wajib pagak vang bergerak di bidang usaha pelavaran atau
penerbangan fuar negeri (417K ME 04/1996).

Penghasilan  wanb  pajak luar pegent yang mempunyai  kanfor
perwakilan dagang i Indomesia  (pasal 15 UU  PPh Jo
634 EME 04H1994).

Penghasilan dan usaha jasa honstrukst dan josa konsulian (kecuali
konsulten hukum dan pajak) (PP No.73/1996, 704/KME_04/1996;
SE-42/F1.4/7996).

Penghasifan istri dan satu pembent kerja yang telah dipoiong pajak

penghasilan pasal 21 (PP No. 149/2000),



2.2

18.

19.

21

22,

23.

Hadiah perlombaan atau penghargaan (PP No.132/2000).

Bunga vang berasal dari simpanan  anggota pada Koperasi
(OMEK . 42/KME.04/1998 Jo SE-43/P143/1998).

Uang pasangon, THT, tebusan yang diterima sekaligus oleh pegawai
tetap atau pensiun pemberi kerja, dana pensiun yang pendintannyva telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. ASTEK, badan penyvelenggaraan
jamsostzk (PP No.149/20006).

Penghasilan berupa komusi atsu hosor yang diterima oleh petugas
dinas asuransi perusshaan atzu vang dilerima penjaja barang dagangan
dari periben kege.

Penerima bangunan yvang dibangun diatas tansh yang dimiliki wajib
pajak sehubungan dengan berskhirnva masa perjanjian bangunan guna
sergh atau built operate and fransjer.

Honorasium yang diterima pejabal negara, pegawal negeri sipil,
anggota ABRI, dan pensiunan vang dibebankan kepada keuangan

negara ateu daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan,

Tarif Pzjak Penghasilan

Menurut Hyas dan Burton (2001:25) bahwa salah satu unsur vang

menentukan rasa keadilan dalam pemunguian pajak bagi wajib pajak adalah

tarif pajak yanz besamya harus dicantumkan dalam undang - undang pajak.

Besarnya tarif pajak dalam undang - undarg pajak penghasilan ditentukan

secara nilai proseniase tetapi bisa dengan nilal nominal, seperii diuralkan

dibawah mnt :



a. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah rarif paak vang persentasenya meijadi lebih
besar apabila jumlah vang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
Contoh taril progresif seperti vang diatur dalam pasal 17 Undang -
Undang Pajak Penghasilan, varu sebagar berikus
Tabel 1

Tarif Wajib Pajak Badas dan BUT

Lapisap Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 30,000,000 10%
Diaras Rp 50,000,000 s.d. Rp 100,000,000 15%
Dratas Rp 100,000,000 30%

Sumber | Undang-Undang Perpaakan Tahun 2006
Tabel 2

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisar Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampat dengan Rp 25 000,000 5%
Diatas Rp 25,000,000 s.d Bp 50,000,000 10%
Diatas Rp 50,000,000 s.d. Rp 100,000,000 15%
Diatas Rp 100,300,000 s.d. Kp 200,000,000 25%
[ratas Rp 200,000,000 35%

Sumber : Undaag-Undang Perpajakan Tahun 2006
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Dengan {ari{ progresif maka jumish paiak vang terutang menjadi

semakin besar sesuar dengan kenakan warif dan besamya jumlah vang

dijadikan dasar penzenaan pajak.

b.

Tanf Degresif {Menurun)

Taril degresif adalah perseniase tanf pajak vang semakin menurun
apabila jumiah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin
besar.

Taril Proporiional (Sebanding}

Tarif propertional adslzh {anf berupa perseniase telap terhadap
berapapun vang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan
Pajak Pariambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.
Tanf Teiap

Tarifl tetap adalah tanf berupa jumiab yang ietap (sama besamya)
terhadap berapapun jumlah vang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh
karena it besamya pajak vang terutang tetap.

Tarif Aidvalorem

Tanl sdvalorem adalal: taril dengan perseniase ierientu vang
dikenakan azau diteiapkan pada harga atau nilat suatu barang Tarif bea
masuk vang ditetapkan adalah sebesar 10% aias impor suafu barang.
Tarf Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengar jurnlab tertentu atas suatu jenis pajak

barang 1erteniu atau suatu satuen jenis barang tertentu.
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Pajak Peaghasilan Pasal 21

Menurut Waluvo dan Wirawan 8. Uyas dalam bukunya yang berjudul

Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan pasal 21 adalah payak penghasilan

yang dikenakar atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembavaran lan dengan namsa ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa

atau kegiatan yang dilekukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Definisi penghasilan menurut Undang - Undasg Republik Indonesia

No.17 Takun 2300 vaiiu

Penghasilan yaitu sebap tambahan kemampuan ekonomis vang
diterime atau diperoleh  wajib pajak vang berasal dari Indonesia
maupur dari hoar negeri vang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekavaan wajtb pajak vang bersanghutan dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis Indonesia

kapada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

a.

Penghasilan dan pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
sepertt 2a)i, honor, penghasilan dari praktek dokter, altuaris, akuntan,
pengacera dan sebagainya.

Penghasilan dari usaha dan kegiatan,

Penghasilan dari modal vang bervpa haria bergerak ataupun harta
tidak bergerak sepertl bunga. deviden, rovalt, sewa, keuntungan
penjualan harta atau hak vang tdak dipergunakan untuk vsaba dan lain
sebagainyva.

Penghasilan lain — lain sepertl pembebasan hutang, hadiah dan lam ~

laun.
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Pajak panghasilan pasal 21 vang dipotong, disetor, dilaporkan oleh
pemotong pajak yaitu pemberi jasa, bendaharawan pemerintah dan pensiun,
badan, pernsahazn dan penyelenggara kegiatan Pajak penghasilan pasal 21
yang telah diterima mempakan pelunasan pajak terutang untuk tahun pajak
yang bersangkutun, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau
orang pribadi iersebut diwajibkan menvampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan.

Bagi pegawai atau orang pribacdh yang memperoleh penghasilan lain
selain penghasilan vang pajaknva telah dibayar atau dipotong dan bersifat
final, pada akhir tahun pajak diwgjibkan ontuk menyampatkan Surat
Pemberitahuan Tahunan dan atas pajak penghasilan pasal 21 vang telah
dipotong oleh pemberi kerja dapai dijadikan sebagai kredit pajak atas
penghasijan yaig terutang pada akiur talun. Dasar hulkum pengenaan pajak
penghasilan pasal 21 adalah pasal 21 Undapg — Undang No. 17 Tahun 1983
tentang Pajak Fenghasilan sebagaimara telah dirubah terakhir dengan Undang
— Undang No. 17 Tahun 2000 Peratwran Pemerintah Republik Indonesia
No.45 Tahun 1994, Peraturan Pemenmiah Republik Indonesia Mo 47 Tahun
1994; beserta paraturan pelaksanzannya,

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut ‘Waluve dan Wirawae B. Hyas dalam bukunya yang berjudul
Perpajakan Inconesia pensrima penghasilan vang dipotong pasal 21 adalah :

1. Pegawa:, adalah setiap orang pribadi  vang melakukan pekerjaan
berdasakan svatu perjanjiza siau kesepakatan keraz bak tertulis
maupun iidak tertuhis, iermasuk yang melakukan pekerjoan dalam

jabatan negeri atan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
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Dazrah. Pegawal dapal dibedakan menjadi dua vaitu pegawai tetap dan
pegawai lepas.

Pererima pensiun, adalah orang pribadi atau ahlt warisnya vang
meneruma atau memperolen mnbalan untuk pekerjaan vang dilakukan
di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya vang menerima
uarg pensiun, Tabunpan Hat Tua atau Tumyangan Har Tua

Pepweriga honorariy, adalah orang pribadi vang meneriinga atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan
varg dilakukannva.

Pererima upah, adalah orang pribadi vang menerima upah harian, upah
mingzuan, upah borongan, atau upah satuan.

Orang prbadi lainpva vang menerima atay memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjasn, jase, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Objek Pajalk Fenghasilan Pasal 21

Adapun obvek pmak penghasilan pasal 21 sebagaimana tercantum

dalarn pasal § avat (1) dan {2) Keputusan Jendrl Pajak No. KEPR/A45/P12000

tangzal 22 Desember 2000 teniang petunjuk  pelaksanaan pemotongan,

penvetoran dan pelaporan pajak penghasdan pasal 21 sehubungan dengan

pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi adalah ;

Perghasilan vang diterima aau diperoleh secara ieratur berupa gaji,
uarg pensiun, bulanan, uvosh, honorarium, (termasuk honorarium
anggota dewan komusarns stan anggola dewan pengawas), premi
bulanan usng lembur, vang sokongan, uang tunggy, uang ganti rugi,
tunangan istri, tumjangan anak, tugangan kemahalan, tunjangan

jabatan, tumangan khusus, funjangan transpori, turgangan pajak,
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turjangan iuran pensivn, tumangan pendidikan anak, bea siswa,
haciigh, premi asuransi, vang dibayar pemberi kena, dan penghasilan
teratur lainnyva dengan nama apapun.

Penghasilan vang dserima atau diperoleh secara tidak teratur berupa

jasa produksi, tantiern, pratifikast, tunjangan cuti, turyangan har rava,

unjangan tahun barp, bonug, premi tahunan, dan penghasilan sejenis

lainnva vang sifatove ndak tetap dan vang biasanya dibavarkan sekali

dalam setahun.

Upak harian, upah nungguan, upah satuan, dan upah borongan ;

a. upah harian adalah vpah vang terutang atau dibavarkan atas dasar
jumiah hart kerja.

b. upah mingguan adalzh upah vang tertang atau dibavarkan secara
mingguan,

upah satuan adalah upah vang terutang atau dibavarkan atas dasar

&

banvaknva satuan yvang dihasilkan.
d. upah borongan adalab upah vang ferutang atau dibavarkan atas
dasar penvelesalan pekerjaan terieniu.
Upah tebusan pensiun, vang Tabungan Harl Tua atau Tunjangan Hari
Tun, vang pesangon, dan pembavaran lain sejems, kecuali uang
Tabungan Hari Tva ateu Tunjangan Hari Tua yang dibavarkan oleh
PT Taspen atau PT Asab.
Honcrastum, vang saku, hadiah atan penghargaan dengan nama dan
dalan bentuk apapun, komist, bea siswa, dan pembayvaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang

dilekukan oleh wayib pajak dalam negeri, terdiri dari ;



6.

a.  ienaga ahli, vang terdinl darl pengacara, akuntan, arsitek. dokier,
konsultan, notaris, pentlai dan akiuaiis;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyl, pelawak. bintang film,
sutradara, crew film foto model, peragawan aiau peragawati,
pemain drama, peran, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

¢. clahragawan;

d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;

e, penzarang, penehil, dan penterjemah;

f  pemberi jasa dalan bidang tekaik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikas, elekiroraka, fotografi, dan pemasaran;

kolportir iklan:

e

h. pengawas, pengelola provek, angpota dan pemben jusa kepada
sugtu kepanitisan, peseria sidang atan rapat. Dan tenaga lepas
lainnva dalam segala bidang kegiatan;

1. pembawa pesanan atau vang menemukan langganan:

I peserta perlombaan;

k. petugas penjaja barang dagangan;

1. petugas dinas luar asuransi

m. peserta pendidikan. petaizhan, dan pemagangan,

Gail, gaji kehormatan, funjangan — tunjangan lain vang terkait gaji
varg diterima oleh peabat negara, PNS serta uang pensiun dan
furjangan — tunjangzan lain vang sifainva terkait dengan vang pensiun
vapg diterima oleh pensiunen termasuk janda atau duda dan atau anak

— anaknyva.
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7. Penerimaan dalam beniuk natura dan kenikmatan lainnva dengan nama

apapun vang diberiian oleh bukan wajlb pajak.
Cara Penzhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara penghitungan paiak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama
dengan cara penghitungan pajak penghasilan pada umumnya, sesuai dengan
pasal 17 vang telah dijelaskan pada tarif pajak penghasilan progresif, dalam
hal ini pajzk vang duetapkan atas penghasilan kena pajak dengan wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usabe fetap vang mana besamya penghasilan kena
pajak dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonva
dikurangi dengan jumiah penghasilan tidak kena pajak (PTEP), namun selain
pengurangan berupa PTKP  iersebut juga diberikan pengurangan -~
pengurangan berupa biaya jabatan, biava pensum, dan iuran pensiun. Selain
ttu tarif yeng dikenakan juga bervariast. Khusus umiuk PTEP ielah diadakan
pembaharvan sebagmmana dimeaksud dalam Pasal 7 avat (3), Undang ~
Undang Nomor 7 Tabun 1983 temtang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diwbah teraihir dengan Undang - Undang MNomor 17 Tahun

2000, diubah menjadi sebagai benkui



Tabel 3

Tarit Begresif

KETERANGAM

SETAHUN

SEBULAN

Untuk dirt wapb pajak orang pribadi

Rp 2.880,0G0

Rp 240,000

Tambehan uniuk wajib pajak vang kawin

Rp 1,440,000

Rp 120,000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedaruh
dan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus serta anak angkat vang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paiing banyvak 3 orang untuk setiap

Rp  1.440,000

Rp 120,000

keluarga

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMEL03/2005
tentang Penvesuaian Besanva Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tahun
2006 besanya PTEP menjadi By 12,000,000 untuk diri wanb pajak pribadi,
Rp 1.200,000 uniuk tambahan wajib paak kawin dan Rp 1.200.000 untuk
tambaban setizp anggota keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dalam
garis keturunar lurus seria anek angkat vang menjadi tanggungan sepenvhnya
(maksmmal  orang). Conioh @ Rifal pegawar pada perusshamm PT XYZ,
menikah dengen 3 oang anok memperoleh gaji sebulan  sebesar Rp
1,500,000.P7 XYZ mengikuu program Jamsostek untuk seluruh karvawan
vang sebesar 3.70% x gaji sebulan dibavar perusahaan sedangkan vang 2.00%
u gait sebulen dibavar olel Rifai. PT XYZ membayar iuran pensiun Rifai ke
dana pensiun tersebui, vang perdiriasmya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40,000 sedanglan Rifai membayar sendiri
iuran pensiun sebesar Rp 25,000, Dengan demikian penghitungan pajak

penghasilan pasal 21 atas penghasilan Rifar pada tshun 2006 sebagai berikut :




Penghasilan bruto sebulan

Pengurangan

1. biaya jabatan (5% x Rp 1,500,000)

2. iuran pensiun

T4

iwran JHT {2 00%)

penghasilan Neto Sebulan
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Rp 2,500,000
Rp  75.000
Rp 50,000
Rp 300060 Rp 155000

Penghasilan Neto Setshun (12 x Rp 2,345,000)

PTKP (K/2):

1. Wajib Fajak seadin

2. Tambaban status kawin

3. Tambaban untuk 3 anak

Penghasilan Kena Pajak (PEP)

Rp 12.000,000
Rp 1.200,000

Bp _3.600.000

Rp 2,345,000

Rp 23,140,000

Rp 16.800.000

Pajak penghasitan pasal 21 setalum - 3% x Rp 11,340,000

Pajak penghasilan pasal 21 sebulan - Rp 567,000/12

fp 11,340,000
Rp  567.000

Rp 47,250

Adapun  untuk  penghiivngan pamk penghasilan bag  karvawan

perusshaan pada dasarnya sama vartu menggunakan contoh rumus diaias,

Berikut ini-cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21

1. DPari Penghasilan Kena Pajak, terdin dar

A Pegawai Tetap

I Untuk meneriukan hesamva penghasilan neto pegawal tetap,

penghasilan bruie dikurangkan dengan

a.

biaya jabaten, vaitu blaya uniuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara

penghasilan

vang besamva 5% dari

penghasilan  bruto, sefinggi - tingginva Rp 1,296,000

setabum atau Rp 108,000 sebulan. Biaya jabatan dapat



dikurangkan dari penghasilan setiap orang vang bekerja
sebagal pegavwal tetap tanpa memandang mempunyal
jabatan atau tidak.

b, Turan vang terthat pada gaji kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Kenangan dan iuran
Tabungan Fart Tua atau Tunjangen Hart Tua (THT) kepada
badan pesvelengeara Jamsostek, kecuali kepada badan
penvelenggara Taspen, yang dibavar oleh psgawai.

2. Untuk  menentukan  besamya PEP, penghasilan  netonya
dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya,

o dalam hal karvevatt kawin, PTKP vang dikurangkan adalah
hanva uatuk dirnya sendiri, dan dalam hal tidak kawin
pengurangan PTEKP sesusi dengan Undang - Undang
Nomor 17 Tahunp 2000 scelain wnuk dirmva sendiri
ditambah dengan PTKP untuk keluarga vang menjadi
tanggungan sepenuhnya,

b, Bagi karvawaii vang menunjukkan keterangan {ertulis dari
pemertitah  daerah  setempat  {serendak - rendahnya
kecamatan) babwa suaminya fidak menenma  atau
memperoleh penghasilan, diberikan {ambahan PTKP sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebesar
Rp 1,200,000 seiahun dan ditambah PTKP untuk keluarga
vang memadi tanggungan seperuhnya paling banvak tiga

orang, masing - masing sebesar Rp 1,200,000 seiahun.
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¢ Besarnva FTEP duentukan berdasarkan keadaan pada awal
tahun fakwim. Adapun bagi pegawal vang baru datang dan
menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besamya
PTEP fersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari
bagian tabus takwim vang bersangkutan.

Tarif yang diterapkan adalah tanf pasal 17 Undang — Undang

Pajak Penghasilan,

B. Pagawal Tidak Tetap, Pemagang , dan Calon Pegawsa

1.

o

Untuk menghitung besarnyz PKP dani pegawai iidak tetap,
pemagang, dan calon pegawat adalah penghasilan bruto
cikurangi dengen PTEP vang sebenarnya.

Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang — Undang

Pajak Penghasilan

. Penerima Pensiun

1.

]

Untuk  menentuban besarnya penghasilan peio penerima
pensivn, penghasilan  brumo berupa vang pensiun dikurangi
dengan biava pensiun  yaiu biaya uniuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara nang pensiun vang besamya 5% dari
penghasilan brute berupe uang pensiun setinggl — tingginya
Ep 432,000 setahun atau Bp 36,000 sebulan.

Untulk menentukan besarnva PKP, penghasilan  netonva
dikurangi dengan PTEP vang sebenarnya.

Tarif vang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang ~ Undang

Pajak Penghasilan



4.

Penghitungan pajak pepghasilan pasal 21 atss uang pensiun

bulanan vang diternima atau diperoleh dengan cara mengurangi

penghasilan bruto dengan biava pension pada tahun pertama
pensiun, dihiiung sebagai herikut ;

a. terlebibh dabulue dihitung penghasilan neto sebulan yang
diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan  bruto
dengan bava pensiun, kemudian dikalikan banvaknva
bulan seyak pegawal vang bersangkutan menerima pensiun
sampai dengan bulan Desember;

b penghasilan nelo vang disetahonkan tersebui ditambah
dengan penghasian neto dalam tahun yang bersangkutan
vang dierima atau diperoleh duari peraberi kerja sebelum
pegawai vang berssngkutan pensiun  sesuai  dengan
vang tercaniom dalam buktl pemotongan pajak penghasilan
pasal 21 sebelwn pensim;

c. untuk menghitung PKP, jumiah penghasilan pada huruf b
tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selamutnya dihitung
paiak penghasiian pasal 21 atas PKP tersebut;

d. paiak penghasilan pasal 21 atas vang pensiun dalam tahun
yang bersanghuian dihitung dengan cara mengurangi pajak
penghasifan  pasal 21 pada huraf ¢ dengan pajak
penghastlan pasal 2! yang tersiang dari pemberi kerja
sebelum pegawar vang bersanghkuian pensiun sesuai dengan
vang tercanium dalam bukti pemoiongan pajak penghasilan

pasal 21 sebehan pensiun;
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e. pajak penghasilan passt 21 atas uang pensiun bulanan
adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 seperti tersebut
pada huruf d dibag dengan banvaknya bulan sebagaimana
dimaksud pada buref a

5. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun
bulanan untuk ahun kedua dan selanjuinva dihitung sebagai
bertkut :

a. terlebih dahuly dihitung penghasilan neio sebulan diperoleh
dengan cara mepgurang! penghasilan bruto dengan biaya
pensiun;

b. selanjutnva paak penghasitlan pasal 21 dihiiung dengan
carg sepert tersebut pada butir 4 huruf 2, ¢, dom d.

Pejak Penghasilan Pasal 21 Seluruh atan Sebagian Diianggung oleh
Pembert Kerja

Dalam hal pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung
dan dibayarkan oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung oleh
Jember! kena tersebut termasuk dalam pengertian imbalan atan
senghasilan  berups  kentkmaten vang  tidek  dipotong  pajak
penghasilan  pasal 21, sehingga dalam penghiiungan pajak
senghasilan pasal 21 atas gaji pegawai vang bersangkuian, jumlah
pajak  vyang duanggung oleh pemberi kegja tersebut tidak

ditambahkan pada penghasiizn pegawal vang bersangkutam.
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E. Tunjangan Pajak
Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka
tunjangan pajak iersebui merupakan penghasilan bagl pegawal
veng  bersangkuian,  sehingga dalam  penghitungan  pajak
penghasilan pasal 21 aias gaji pegawai vang bersangkutan,
tunjangan pajak dersebui ditambahkan pada penghasilan vang
diterimanya.

F. Penerimaan dalam Bentuk MNatura dan Kenikmatan Lainnva
Penerimaan dalem bentuk natura dan kemkmatan laionva dengan
nema apapun yang dibenikan oleh bukan wajib pajak merupakan
oenghasilan vang dipotong pajak penghasilan pasal 21, sehingga
dalam penghitungan sggak penghasilan pasal 21 atas pgaji pegawai
vang bersangkutan, perenmaan  dalam  bentuk natura  atan
enikmatan tersebut ditnbobkan pada penghasilan pegawai vang
sersanglutan,

(. Uang Lembur
Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas vang lembur dan
senghasilan lan vang sejenis vang diterima atau diperoleh pegawai
sersamaan dengan gaji bulanannya, vaitn dihitung dengan cara
:nenggabungkan penghasilan lain tersebut pada gaji bulanannya.

Penghasilan vang Tidak kena pajak

t) Penghasilan bruo vang dienima psgawai harian, pegawai
mingguan, pemagang. dan pegawai tidak ietap lainnya berupa upah
hariaa, upah mingguan, vpah satuan, upsh borongan, dan uang

saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 110,000 sehari,



2)

4)

iidal dipotong pajak penghasilan pasal 21 sepsnjang jumlah
penghasilan bruto fersebul dalam satu takwim tidak melebihi
Rp 1,100,000 dan vdak dibavarkan secara bulanan,

Dalam hal pepghasilan dalam satu bulan takwam jumlahnva
melebihi Rp 1100000 meka besamya PTKP vang dapat
dikurangkan wwek satn han adalab sesuar dengan jumilah PTKP
vang sebenarnva dart pensruna penghasilan vang bersanglutan
dibagy dengan 360, jika penghasilan dibayarken secara bulanan,
aaka PTRP vang dapar dikurangkan adalah PTKP sebenamnya dart
aenerimna penghasilan vang bersanglutan,

Pegawal harian, pegawal nungguan, permagang serta pegawai tidak
cap lainnyva vang menenma upah haran, upah mungguan, upah
seruen, upzh borongan, dan uwang saku harian vang besamya
melebihi Rp 116000 sehan. tetept dalam satu bulan takwim
_wmlahnya tidak  melebithi Rp 1,100.000. Pajak penghasilan
sasal 21 vang terutang dalam sehan adalah dengan menerapkan
anif 3% dari penghasilan bruto setelah dikurangs Rp 110,000
iersebut.

Atas penghasilan vang dibavarkan kepada pegawal tetap vang
dihitung berdasarkan upab harian, dilakukan pengurangan PTKP
vang sebenamya (PTEF bulanan).

Alas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP

vang sebenamya (PFTEF bulanan).
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Atas penghasilan vany dibavarkan atau terutang kepada ienaga ahli
vang melakukan pekerjaan bebas vang terdiri dan pengacara,
akuntan, arsitek, dekter, konsulian, notars, penilm. dan aktuaris
dilenakan pemciongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan
serkiraan penghasilan nete, Ferkiraan penghasilan neio tersebut
adalah sebesar 30% dan penghasilan bruto berupa honorarium alau

imbalan lain dengan nana dan dalam berntuk apapun,

Dar: Penghasilan Brio, terdini dan

1)

2)

Penerima Bea Siswa

Fea siswa adalab pembavaran kepada pezawal tetap dan tidak tetap
termasuk calon pegavaay vang ditugaskan oleh pemben kerja untuk
mengikut: program pendidikan yang diterapkan oleh pemberi kerja
vang lerikat kontrak aiau penanjian kerja

Uang Tebusan Pensiun, Tabungan Har Tua atau Tunjangan Hari
Tua (THT), vang Pesangon, dan Pembayaran Lain Sejenis Yang
Dibavarkan Sekaligus

Atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun vang dibayarkan
oleh dana pensiun yang pendiriannva telah disahkan oleh Menteri
kheuangan, Tumangar: Han Tuea atau Tabupgan Harl Tua vang
cibayar sekaligus olel badan penvelenggara jaminan sosial tenaga
kerja, dan vang pesangon. dipotong pajak vang bersifat final atas

Juraizh bruto,
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3} Jang Rapel
a. Bka kepada pegawat disamping dibayar gaji bulanan juga
dibayar kenaikan gaji vang berlaku sunut (rapel), misalnya
untuk masa 5 bulan, maka penghinmgan pajak penghasilan

Pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut

Rapel dibag1 dengan banyaknya bulan perolehan rapel
iersebut (3 bulan):

- Hasil pembagian rape! tersebwt ditambahkan pada gaji
setiap bulan sebelum adanva kenaikan gaji, vang sudah
dikenakan pemctongen pajak penghasilan pasal 21;

- Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji untuk bulan - bulan
selelah ada kenatkan, dilnng kembali atas dasar gaji baru
setelah ada kenaikan,

- Pajak penghasilan pasal 21 terutang atas imbalan gaji untuk
bulan — bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak
vang dihnung berdasarkan huraf ¢ dikurangt juinlah pajak
vang telah dipotong berdasarkan huraf b

b. Apabila kepada pegawal disamping dibavar gaji vang

didasarkan masa gait kurang  dan sat bulan juga dibavar
eaji lain mengenal masa vang lebih  lama dari satu bulan
{rapel) seperti tersebui diatas, maka cara penghitungan pajak

penghasilan Pasal 21 nva adalah sesuai dengan vang telah

ditetapkan diatas dengan memperhatiken ketentuan;
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- apabila pajak yang ierutang oleh pemberi kerja tidak
didasarken  atas  masa  haji  sebulan, maka untuk
penghitungan  pwak  penghbasilan  pasal 21, jumlah
penghasilan tersebut terlebih dabulu dijadikan penghasilan
bulanan dengen mempergunakan fakior perkalian sebagai
Berikul
1. Gayl untuk masa seminggu dikalikan dengan empat
2. Gaji untuk mizsa sehari dikalikan dengan dua puluh

enam

- Pajak penghasiizn pasal 21 atas penghasilan seminggu
dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 sebulan
dibagi 4, sedangkan pajak penghasilan pasal 21 atas
penghasilan sehait dihitung berdasarkan pajak penghasilan
pasal 21 sebulan dibag 26

4y Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangon Hari Rava, atau
Tahun Barn, Bonus, Promi, dant Penghasilan Sejenis Lainnva vang
Safatnya Tidak Tetap dan Padz Umunmya diberikan Sekali Saja
alan Sekal Setabun
a. Tarif vang dikenakan adalab tarif pasal 17.
t. Terlebih dahulu ditung pajak penghasilan pasal 21 atas
penghasilan leratur vang disetahunkan ditambah  dengan
penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan

sebagmnya.
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¢. Kemudian dinitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan
teratur vang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan
sebagainya.

d. Selisih  antwrn pajak penghasilen  pasal 21 menurut
penghitungan butir 2 dan butir 3 adalah pajak penghasilan
pasal 21 atas penghasilan tidak feratur berupa tantiem, jasa
produksi, dan sebasainva

€. Dalam hal penerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem,
gratifikasi, Tumjangan Harl Rava atau Tahun Bary, bonus, dan
prei iersebut adalah mantan pegawai, maka pajak penghasilan
pasal 21 dilniung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang -

5) Imbalan atas Jasa atan Kegratan vang jumlahnva tidak Dihitung
atas Dasar Banyaknva Harl vang diperlukan untuk Menvelesaikan

Jasa atau Kegiatan vang Diberiban

Fenghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium, uang

saku, hadiab, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk

apapun, komisi, ber siswa. dan pembeyvaran lain dengan nama
apapun sebagal imbalan atas jasa atau kegiatan vang jumlahnyva
dihitung tidak atas dasar banvaknya harl vang diperfukan untuk
menyelesaikan jasa atau kegiatan vang diberikan, iermasuk yang

diterima atau diperolel wagib pajak yvang ierdiri dari -
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6]

pemain musik. pembawa acara, peavanyi, pelawak. bintang
fibm, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau
peragawall, pemam drama, penarl. pemahat, pelukis, dan
seniman lainnva,

olahragawan

penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator;
pengarang, penelit, dan penterjemah;

pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem
aplikasinva, telehormumkasi,  elekironike, foiografi, dan
pemasaran;

kolportir thlan;

pengawas, pengeicla provek, anggots dan peinberi jasa kepada
suatu kepanitiaan, peseria sidang atau rapat, dan tenaga lepas
lammya dalam segale bidang kegiaian;

pembawa pesanan atay vang menemukan langeanan.

Dilakukan dengan cawra mwengalikan tarif pasal 17 dengan

penghasilan bruto,

Hoaorarium Anggola Dewan Komisaris alau Pengawas vang Tidak

Merangkap Pegavai Telap

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 aias honorarium vang

diteriroa atan diperoleh anpocia dewan komisaris atan dewan

pengawas yang tdak merangkap sebagai pegawai tetap pada

perusahaan vang sama, dihiiung dengan cara mengalikan  tarif

pasal 17 dengan penghasilan bro,



73 Jasa Produksi, Tantem, Gratfikasi, dan Bonus untuk Mantan

8)

9)

Fegawai

Atas jasa produksi tantiem , gratifikasi, dan bonus vang diterima
atau diperoleh mantan pegawai, pajak penghasilan pasal 21
dihitung dengan cara mengalikan tarif pasal 17 dengan penghasilan
bruto.

Penghasilan Tenaga alils

Atus penghasilan vang dierima atau diperoleh tenagza shli yang
terdini dari pengacara, akuntan, arsitek | dokter, konsulian, notaris,
penilal, dan alinars, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan
cara mengalikan taril sebesar 15% dengan perkiraan penghasilan
peto. Perkiraan penghasiian neto untuk tenaga ahl sebesar 40%
dari penghasilan bruto.

Penghasilan vang Sebagian atav Selurubnyva diperoleh dalam Mata
Lang Asing

Dalam hal penghasilan vang diterima atau diperoleh dalam mata
uang asing. maka untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21
haras  dikvrs ierlebih dabwly ke dalam mata uwang rupiah
berdasarkan nilar kurs vang dueiapkan oleh Menteri Keuangan
secara berkala vang berlaku pada saat pembayaran atau

dibebankan.
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10)Pergambitan Dana Pensiun oleh Peserta Pensiun yang Dibayarkan

cleh Penvelenggara Program Pensiun

a  Tanf vang diterapkan adalah fasif pasal 17 Undang - Undang
Pajak Penghasiian

b. Cara penghitungan :
Tarif Pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan dikalikan
dengan penghasilan bruto berupa penerimaan dana pensiun.

¢ Apabila penankan daca pensiun tersebut dilakukan beberapa
kali dalam saiu tahun takwimn, pemotongan pajak penghasilan
pasal 21 vang terutang dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut ;

Tarf 5% diterapkan atas jumiah penasikan kumulatil

sarapat dengan Rp 25,000,000,

- Tarif 10% digrapkan atas jomizh peparikan kumulatif
diatas Ry 25,000 000 sampat dengan Rp 50,000,000,

- Tanf 15% diterapkan atas jumiah penarikan kumulatif
diatas Rp 30,000,000 sampai depgan Rp 100.000,000.

- Tanf 25% diterapkan atas jumiah penarikan kumulatif
diatas Rp 100,000,000 sanpat dengan Rp 200,000,000.

- Tarif 15% diterapkan atas jumiah penarikan kumulauf

dratas Bp 200 090 000,
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Pengertian dan Tejnan Perencanasn Pajak
Pengertian Perencanaan Fajak

Menurut Erly Suandy (2006:7) Perencanaan pagak adalah langkah awal
dalam manaemen pajak. Pads ishap inl dilakukan pengumpulan dan
penelitian terbadep persturan perpmjakan agar dapat diseleksi jenis tindakan
penghematan pajak vyang skan  dilakokan, Pads umumnva penekanaan
perencanaan pajak (fox plenmingy sdalah wniuk mweminimumkan kewajiban
pajak.

Menmurat Crumbley D Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.
(1994:300) sebagai berikut © ° Yox Plenning is the systematic andalysis of

deferring ta: opiion aimed at the minimization of tax liability in cwren and

Jiture tax periods. "

Sedangkan menurut Lyons Bussn M (1994:303) sebagai berikut :
" Tax planning is arrangemen: of @ person’s business andlor private affairs in
order to minimize lox liebifine
Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (26067} wjnan dan pada fax plonning adalah
merekavasa agar beban pajak serendsh mungkin dengan memanfaatkan
peraturan vang ada tetapr berbeds dengan fujuan pembuat undang - undang,
maka tax plaaning disini sama dengan tax avoidance karena hakikat ekonomis
kedua - duamva berusaba umuk memaksimatkan penghasilan setelah pajak
karena pajak merupakan unsur pengurangan laba vang tersediz baitk unmiuk
dibagikan kepada pemegang saham maupun wituk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib

pajak. Tindakan tersebui legal kavena penghematan pajak hanva dilakukan
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dengan mernanfaatkan hal - hal  yang tidak diatwr (Joopholzs). Rencana

pengelakan pajak dapat ditempuh dengan

a.

Mengambil keuntungan sebesar — besarnya dan ketentuan mengenai
pengzcuahan dan potongan aiaw pengurangan vang diperkenankan
Dalan peraturan undang - undang perpajakan banvak terdapat
pengzcualian  dan  pengurangan  vang  diperkepankan.  Contoh
pengarangan vang dapal dimanfaatkan untul mengurangi pajak dapat
dilakakan seperti musalnva  menjelang akhir tahun diketahuoi baliwa
Jumlah pgjak vang terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah ini
perusahaan dapat  mengurengi dengan menambah jumlzh biaya
misainva biaya pendidikan. bimva perbakan lanior dan biaya
pemaszaran

Mengamtil keunturgan dan pemiliban bentuk — beniuk perusahaan
vang tepat. Bila dilibai dani segi perpajakan bentuk usaha perorangan,
firma, dan kongsi adalah beniuk vang lebih menguntungkan dari pada
Perseroan Terbatas (P'T). Pajak penghasilan atas PT dikenakan dua
kali, periama : pengenaan pajak dapat dikenakan pada saai penghasilan
diterima, kedua . paszk dikenakzo lagi pada saat pemilik menerima
dividen

Mendirkan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur
secare. keseluruhan penggunaan wanf pajak potensi penghasilan,
kerugian dan aktiva vang dapat dihapus.

Menysbarkan penghasilan menjadi pendapaman dari beberapa wajib

pajak.
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e. Menvebarkan penghasilan menjadi beberapz  dari beberapa tahun
unituk mencegah penghasilan tersebut dalam kategori pendapatan vang
tartfrya tinggi. Bila mungkin pembayaran bisa ditunda. Penghasilan
vang dikenskan tanf 35% dapat dihindarkan dengan cara menunda
penerimaan penghasilan pada tahun yang bersanglutan,

Menurut Harry Graham Balter (2001:24) mendefinisikan penghindaran
pajak (tax avoidance) dan penvelundupsn pajak (fax evasion) adalab sebagai
berikus :

Pengundaran pajak adalah usaba vang dilakukan olelt wajib pajak,

apakah berhasil atan wdak, wniuk mengurangi atau sama sekal

menghapus utang pajak vang berdasarkan ketentuan yang berlaku vang
udak  melanggar ketepmsan perafwran  pemndang - undangan
perpejakan.

Penyehmndupan pajak adalah ossha yang dilakukan oleh wajib pajak,

apakeh berhasil atan Gdak, untuk mengurangi atau sama sekali

menghapus utang pajak vang berdasarkan keleninan wang berlaku
sebagai pelanggaran terhadap perundang — undangan perpajakan,

Perercanaan pagak pads unmumnye selalu dimula dengan menvakinkan
apakah suatu: trapsaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut
terkena paja<, apakah dapat diopavaker uniuk dikecualikan atau dikurangi
jumlah pajasnya, selamjuinva apakeli pembavaran pajak dimaksud dapat
ditunda pembeyarannyva, dar lam sebagainva. Oleh karena itu, setiap wajib
pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (faxable
meome) secara seksama, dengan demulian bisa dikatakan bahwa perencanaan
pajak adalah proses pengambilan fuktor pajak vapg relevan dan {aktor non
pajak veng material uniuk mendeteksi apakah, kapan, bagaimana, dengan
siapa diakukan trensaksi, operasi, das hubungan dagang vang memungkinkan

tercapamya teban pajak pada s events vang serendah mungkin dan sejalan

dengan tercapunya tujuan perusahaan.
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Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak
Terutang Badan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Eerja

Menunt Gustian Djuanda dan lrwansyah Lubis (2006:93) pajak
penghasilan pasal 21 atas gaj: pegaweai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak
vang ditanggung pembert kerja  tersebut  termasuk  dalam  pengeriian
kenikmatan dan bukan merupatan penghasilan pegawai vang bersangkutan.
Pajak Penghasilac Pasal 21 depgan Mepggunakan Metode Gross-up

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansvah Lubis (200697} metode
gross-up untak menantukan tunjargan pajak atas dasar penghasilen kena pajak
(PKP), herus memilih di lapisan maena metode gross-up digunzkan Rumus
vang dapat digunakan sebagai berikut

PRP X 5%
Lapisan ke-1 =
(.93

(PEP x 10%) - Rp 1,250,000

Lapisan ke-2 =
(3.90

(FEP x 15%) - Rp 3,730,000

Lapisan ke-3 =
085

(PKP x 25%) - Rp 13.750.000

Lapisan ke-4 ==
075

(PKP x 35%) - Rp 33.750.000

Lapisain ke-5 =
£.63
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Pemberian Tunjangan Makan atan Walon Bersama
Sesmul dengan Pasal 9 ayat (1) hwuf e Undang - Undang Pajak
Penghasilan Tahun 2000 makanan dan mmuman bagi karvawan sudah boleh
dibiayakan di pajak penghasilan budan (deduciible expense) Jika dengan
pemberian unjangan makan ckan rwengakibaikan bertambalnya  pajak
penghasilan pasal 21. Tetapi kalmu  eenggunakan catering akan timbulnya
pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 1,5% dari penghasilan
bruto,
Pemberian Tunjangan Keschatan atnn Diberikan Fasilitas Pengobatan
Menurut Erly Suandy (2006:135) dalam bal pemberian tunjangan
kesehaian atau fasilitas pengobatan perusahann dapat memilih iiga alternatif
berikui mt :
1) Perusahaan mendirikan kbintk senduri aten bekerja sama dengan pihak

rumall sakit tertenty,

2) Karvawan diberi turgangan hesehaian secara rutin, baik sakit maupun
tidak sakit.
3) Karyewan ditkutserizban dalam aswrans: kesehaian sehingpa jika

karyawan bersangkutan salol, klaim dapat dilakukan ke perusahaan

asurans:,
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Pemberian Uang Sakos secara Lumy — Sum atavw Reimbursenient

Menurit Erly Suandy (2006:136}, pengeruan femp — sum  disini
perusahaan memberikan sekaligns dalam jumlah tfertente tanpa harus
dimintakan pertanggungiawaban dan buktl atas penggunaannya. Sedangkan
pengertian reimbursement disini pembavaran vang disertal dengan kewajiban
uniuk mempsarianggungjawabkan penggunaan dananva dengan meminta bukt
pengeluaran,
Pemberian Rumab Dinas ataw Diberikan Penggamtian Sewa Rumah
Dinas

Menurut Erly Suandy (2006:136), kesejahieraan perumahan untuk
karvawan dadat diberikan dalam bentuk perusshaan menyediakan rumah dinas
atau perusahaan memberikan tuniangan perumaban,
Pemberian Pakaian Seragam dan Natura Lainnya

Menuret Erly Suandi (2006:136], pemnberian pakaian seragam dapat
diberikan kepada karvawan baik dalam bentuk pakaian seragam sehubungan

dengan linglangan kerja maupun seragam karvawan pada uroumnya.



